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Pendahuluan

Kegiatan produksi minyak kelapa sawit oleh Wilmar International dan para pemasoknya di Provinsi Sumatra Barat telah menyebabkan beralih fungsinya ratusan ribu hektar
tanah yang berasal dari lahan garapan masyarakat dan kawasan hutan adat yang berada dalam wilayah adat nagari (wilayah pemerintahan dalam sistem hukum masyarakat
Minangkabau) menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini berakibat pada hilangnya hak milik atas tanah dalam skema penguasaan-penguasaan wilayah secara tradisional dan
turun temurun oleh masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat. Tanah dan wilayah adat disebut dengan wilayah Nagari oleh masyarakat Minangkabau dan memiliki nilai-
nilai penting dan fundamental yang wajib dipertahankan keberadaanya karena fungsinya yang tidak hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga
merupakan bagian penting dari identitas dan penanda keberadaan komunitas di dalam suatu wilayah.

Komunitas masyarakat adat yang terdampak oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit dan mengalami perampasan hak atas tanah dan pelanggaran hak atas wilayah
adat yang disertai dengan tindakan intimidasi dan kriminalisasi menyampaikan pengaduannya kepada Nagari Institute, sebuah komunitas lokal pengacara untuk masyarakat
adat yang bekerja secara intensif melakukan advokasi dan penelitian tentang dampak sosial dari produksi minyak kelapa sawit di Sumatra Barat. Atas aduan ini, Nagari
Institute telah melakukan survei awal yang menemukan bahwa pada 90% dari total area konsesi pembangunan yang dibangun oleh Wilmar International dan perusahaan
pemasoknya ditemukan masalah-masalah besar yang berpotensi mendorong terjadinya konflik yang akan semakin meluas dan terstruktur. Diperkirakan kurang lebih 50
komunitas masyarakat adat terdampak oleh konflik lahan dengan Wilmar International dan para pemasoknya.



Melalui penelitian lapangan awal, masyarakat menduga bahwa Wilmar International dan para pemasoknya telah melakukan berbagai tindakan berikut:

1.

6.

Perusahaan-perusahaan tidak menghormati hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA/FPIC) ketika perusahaan mempersiapkan proses perolehan lahan untuk perkebunannya.

Dengan tidak mematuhi PADIATAPA/FPIC sebelum mengajukan ijin HGU, perusahaan-perusahaan ini telah merampas hak masyarakat Minangkabau atas tanah dan
wilayah adatnya.

Perusahaan-perusahaan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnisnya sehingga menyebabkan hilangnya hak atas tanah dan hak atas wilayah
adat komunitas masyarakat adat.

Perusahaan-perusahaan tidak mematuhi prinsip-prinsip bisnis dan HAM, prinsip-prinsip hukum internasional, dan prinsip-prinsip berkelanjutan yang ditetapkan
dalam P&C RSPO dalam usahanya memproduksi minyak kelapa sawit.

Perusahaan-perusahaan ini tidak bertindak dengan itikad baik untuk menghormati hak-hak tradisional dan skema-skema kepemilikan tanah, kawasan hutan, dan
sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Perusahaan-perusahaan telah melanggar ketentuan hukum lokal dan hukum negara yang berlaku atas tanah dan wilayah adat di Sumatera Barat.

Karakteristik Masalah

Perusahaan-perusahaan bekerjasama dengan oknum birokrasi yang bermental buruk dan koruptif untuk mendapakan ijin-ijin terkait pemenuhan standar legal
operasional.

Perusahaan-perusahaan membuat penafsiran sepihak atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah masyarakat tanpa menghormati hak komunitas atas
FPIC.

Untuk mengatasi konflik, perusahaan cenderung menggunakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi daripada menghormati standar hukum dan hak asasi manusia
dalam pengelolaan bisnis minyak sawit berkelanjutan.

Metodologi Survei dan Advokasi

PR

Tujuan

Menerima dan melakukan klarifikasi atas setiap pengaduan yang disampaikan oleh komunitas, baik itu pengaduan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
Melakukan survei lapangan dengan cara mendatangi komunitas yang terdampak, melakukan wawancara, melakukan studi dokumen dan pengumpulan informasi
Menyusun daftar tabulasi perusahan dengan menyertakan daftar masalah yang terkait dengan perusahan-perusahaan tersebut.

Karena adanya laporan dari banyak komunitas tentang penggunaan intimidasi dan kriminalisasi terhadap pemimpin masyarakat oleh perusahaan dalam merespon
permintaan dan keluhan masyarakat terkait kegiatan perusahaan, maka laporan ini tidak mencantumkan nama-nama komunitas yang terdampak.

Menyusun studi/penelitian tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Menfasilitasi pemulihan hak atas tanah dan wilayah adat komunitas yang menerima dampak.



Tabulasi Daftar Anak Perusahaan Wilmar International dan Perusahaan Pemasoknya di Sumatra Barat, Indonesia

Lampiran 1

1

kriminalisasi dan intimidasi terhadap
para pimpinan adat, pemangku adat
dan anggota komunitas masyarakat
adat.

Tidak dijalankannya proses FPIC
dalam perolehan tanah sehingga
menyebabkan hilangnya hak atas
tanah. Akibatnya, 3.000 kepala
keluarga masyarakat adat
terdampak kehilangan hak atas
tanah dan wilayah adat.

Tidak adanya transparansi alokasi
dana pembangunan kebun plasma
dan luas areal kebun plasma.
Sebagian areal konsesi berada di
areal gambut dan areal hutan
bernilai konservasi tinggi.

ketentuan hukum negara dan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatra Barat.

FPIC tidak dijalankan dalam
penerbitan/ perolehan HGU.

No Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International
Anak Perusahan Wilmar International di Sumatra Barat, Indonesia
1. PT. Primatama Mulya Jaya Wilmar Pasaman - Perampasan wilayah adat vyang Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Barat disertai dengan tindakan tidak sesuai dengan buruh perempuan

tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari
beban biaya

1 Perusahaan Pemasok Wilmar di Sumatra




dalam perolehan tanah untuk area
konsesi.

Merespon tuntutan dari komunitas
dengan penggunaan kekerasan dan
intimidasi.

Tidak adanya kejelasan tentang luas
area.

tidak sesuai dengan
ketentuan hukum negara dan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatra Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam

perolehan HGU.

No Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International
apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerja.
2. PT. Agro Masang Plantation | Wilmar Agam Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan

buruh perempuan
tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari

untuk

beban biaya
apabila terjadi

kecelakaan kerja




Merespon tuntutan dari komunitas hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatra Barat.
FPIC tidak dijalankan dalam

perolehan HGU.

dengan penggunaan kekerasan dan
intimidasi. -
Tidak adanya kejelasan tentang luas
area plasma.

No Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International
atau  pemutusan
hubungan kerja.
3. PT. Agro Masang Plantation | Wilmar Agam- Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Il Pasaman dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak

mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari
beban biaya
apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan

hubungan kerija.




No Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International
4, PT. Agro Masang Plantation | Wilmar Pasaman - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
1} Barat dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak
- Merespon tuntutan dari komunitas hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
dengan cara kekerasan dan tanah di Sumatera Barat. perlindungan
intimidasi. - FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
- Tidak adanya kejelasan tentang luas perolehan HGU. Buruh panen tidak
area plasma. mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari
beban biaya
apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerja.
5. PT. Permata Hijau Pasaman | | Wilmar Pasaman - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Barat dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak




menyebabkan hilangnya hak atas
tanah dan wilayah adat.

Mengklaim areal-areal yang dimiliki
masyarakat masuk dalam HGU di
disekitar konsesi.

Penyerahaan areal plasma tidak
dilakukan sesuai dengan
kesepakatan.

ketentuan hukum negara dan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatera Barat.
FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU.

No Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International
Merespon tuntutan dari komunitas hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
dengan cara  kekerasan dan tanah di Sumatera Barat. perlindungan
intimidasi. FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
Keterlambatan penyerahan kebun perolehan HGU. Buruh panen tidak
plasma dan tidak adanya kejelesan mendapat
tentang dana pembangunan kebun pengupahan yang
plasma dan luas area plasma. layak.
Mempekerjakan
buruh dengan
skema outsourcing
(kontrak).
6. PT. Gersindo Minang Wilmar Pasaman Mekanisme FPIC tidak dijalankan Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Plantation Barat dalam perolehan tanah, tidak sesuai dengan buruh perempuan

tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)




Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.

PT. Karya Agung Mega Wilmar Agam - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
Utama dalam perolehan tanah, tidak sesuai dengan buruh perempuan
menyebabkan hilangnya hak atas ketentuan hukum negara dan tidak
tanah dan wilayah adat. hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
- Mengklaim areal-areal yang dimiliki tanah di Sumatera Barat. perlindungan
masyarakat masuk dalam HGU di | - FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
disekitar konsesi dan perusahaan perolehan HGU - Buruh panen tidak
melakukan pengusur paksa. mendapat
pengupahan yang
layak.
- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan  untuk

menghindari




konsesi

Merespon tuntutan dari komunitas
dengan cara melakukan intimidasi
Keterlambatan penyerahan kebun
plasma dan tidak adanya kejelasan
tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma, serta
kompensasi atas pengunaan tanah
adat.

ketentuan hukum negara dan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatera Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU

No Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International
beban biaya
apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.
8. PT. Permata Hijau Pasaman | Wilmar Pasaman Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Il Barat dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan

tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari

untuk

beban biaya
apabila
kecelakaan kerja

terjadi




Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Wilmar International

atau  pemutusan
hubungan kerja.

PT. Kencana Sawit Indonesia | Wilmar Dharmasra | - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
ya dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
konsesi ketentuan hukum negara dan tidak
- Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan tanah di Sumatera Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | -  FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma perolehan HGU - Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




No.

Nama Perusahaan

Grup

Kabupaten

Perusahaan Pemasok Wilmar International di Sumatra Barat, Indonesia?

Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

PT. Perkebunan Nusantara

(PTPNVI)

Perseroan
BUMN

Pasaman
Barat

Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak
Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan tanah di Sumatera Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | -  FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma. perolehan HGU - Buruh panen tidak

mendapat

pengupahan yang

layak.

- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja

2 Wilmar Supplair Sumatera



Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

atau  pemutusan
hubungan kerja.

PT. Perkebunan Nusantara Perseroan | Solok - Mekanisme FPIC tidak dijalankan - Buruh panen dan
(PTPNVI) BUMN Selatan dalam perolehan tanah untuk area buruh perempuan
konsesi. tidak
- Keterlambatan penyerahan kebun mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan perlindungan
tentang dana pembangunan kebun standar kerja.
plasma dan luas area plasma. - Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerja.




No. | Nama Perusahaan Grup Kabupaten
3. PT. Salago Makmur Incasi Raya | Dharmasra
Plantation ya

- Mekanisme FPIC tidak dijalankan
dalam perolehan tanah untuk area
konsesi.

- Keterlambatan penyerahan kebun
plasma dan tidak adanya kejelasan
tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma.

Kategori Pelanggaran

di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

- Pelepasan hak atas tanah
tidak
ketentuan hukum negara dan

sesuai dengan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatra Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU

Buruh panen dan
buruh perempuan
tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari
beban

apabila

untuk

biaya
terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




No. | Nama Perusahaan Grup Kabupaten
4, PT. Sumbar Andalas Incasi Raya | Dharmasra
Kencana ya

- Mekanisme FPIC tidak dijalankan
dalam perolehan tanah untuk area
konsesi.

- Keterlambatan penyerahan kebun
plasma dan tidak adanya kejelasan
tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma.

Kategori Pelanggaran

di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

- Pelepasan hak atas tanah
tidak
ketentuan hukum negara dan

sesuai dengan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatra Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU.

Buruh panen dan
buruh perempuan
tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari
beban

apabila

untuk

biaya
terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan

hubungan kerija.




Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

PT. Tidar Kerinci Agung Perusahaa | Dharmasra | - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
n Keluarga | ya dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
Prabowo konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak

- Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan tanah di Sumatra Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | - FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma. perolehan HGU. - Buruh panen tidak

mendapat
pengupahan yang
layak.

- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

PT. Perkebunan Pelalu Raya Agam - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak

- Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan tanah di Sumatera Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | -  FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma. perolehan HGU. - Buruh panen tidak

mendapat
pengupahan yang
layak.

- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

PT. Sapta Sentosa Jaya Herfinta Pesisir - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
Abadi Farm Selatan dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
Group konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak
- Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan tanah di Sumatra Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | - FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma. perolehan HGU. - Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




No. | Nama Perusahaan Grup Kabupaten
8. PT. Salago Makmur Incasi Raya | Dharmasra
Plantation ya

- Mekanisme FPIC tidak dijalankan
dalam perolehan tanah untuk area
konsesi.

- Keterlambatan penyerahan kebun
plasma dan tidak adanya kejelasan
tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma

Kategori Pelanggaran

di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

- Pelepasan hak atas tanah
tidak
ketentuan hukum negara dan

sesuai dengan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatra Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU

Buruh panen dan
buruh perempuan
tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari
beban

apabila

untuk

biaya
terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

PT. Andalas Agro Industri TSH Kinali, - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah | - Buruh panen dan
Resources | Pasaman dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
Berhad Barat konsesi ketentuan hukum negara dan tidak

- Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelasan tanah di Sumatra Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | - FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma perolehan HGU - Buruh panen tidak

mendapat
pengupahan yang
layak.

- Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerija.




No. | Nama Perusahaan Grup Kabupaten Kategori Pelanggaran
di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International
10. PT. Andalas Wahana Berjaya | TSH Dharmasra | - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Resources | ya dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
Berhad konsesi ketentuan hukum negara dan tidak
- Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan
plasma dan tidak adanya kejelesan tanah di Sumatra Barat. perlindungan
tentang dana pembangunan kebun | - FPIC tidak dijalankan dalam standar kerja.
plasma dan luas area plasma. perolehan HGU Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari
beban biaya
apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerja.
11. PT. Bina Pratama Sakato Incasi Raya | Dharmasra | - Mekanisme FPIC tidak dijalankan | - Pelepasan hak atas tanah Buruh panen dan
Jaya ya and dalam perolehan tanah untuk area tidak sesuai dengan buruh perempuan
Solok konsesi. ketentuan hukum negara dan tidak
Selatan - Keterlambatan penyerahan kebun hukum adat yang berlaku atas mendapatkan

plasma dan tidak adanya kejelasan

tanah di Sumatra Barat.

perlindungan
standar kerja.




No.

Nama Perusahaan

Grup

Kabupaten

tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma.

Kategori Pelanggaran

di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

- FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU.

Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari

untuk
beban biaya
apabila
kecelakaan kerja

terjadi

atau  pemutusan
hubungan kerija.

12.

PT. Bintar Tani Nusantara

Incasi Raya

Pasaman
Barat

- Mekanisme FPIC tidak dijalankan
dalam perolehan tanah untuk area
konsesi.

- Keterlambatan penyerahan kebun
plasma dan tidak adanya kejelasan
tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma.

- Pelepasan hak atas tanah
tidak
ketentuan hukum negara dan

sesuai dengan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatera Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam
perolehan HGU.

Buruh panen dan
buruh perempuan
tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
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Kabupaten

Kategori Pelanggaran

di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

pengupahan yang
layak.
Mempekerjakan
buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing
(buruh  kontrak)
yang diduga
dilakukan
menghindari

untuk
beban biaya
apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan

hubungan kerja.

13.

PT. Mutiara
Agam

Provident
Agro

Agam

- Mekanisme FPIC tidak dijalankan
dalam perolehan tanah untuk area
konsesi.

- Keterlambatan penyerahan kebun
plasma dan tidak adanya kejelasan
tentang dana pembangunan kebun
plasma dan luas area plasma.

- Pelepasan hak atas tanah
tidak sesuai dengan
ketentuan hukum negara dan
hukum adat yang berlaku atas
tanah di Sumatera Barat.

- FPIC tidak dijalankan dalam

perolehan HGU.

Buruh panen dan
buruh perempuan
tidak
mendapatkan
perlindungan
standar kerja.
Buruh panen tidak
mendapat
pengupahan yang
layak.
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di Area Konsesi Para Pemasok Wilmar International

Mempekerjakan

buruh panen dan
pekerja kasar
lainnya dengan
skema outsourcing

(buruh  kontrak)

yang diduga
dilakukan  untuk
menghindari

beban biaya

apabila terjadi
kecelakaan kerja
atau  pemutusan
hubungan kerja.




Lampiran 2

Tabulasi Daftar Perusahaan Wilmar International di Sumatra Barat, Indonesia

No Nama Perusahaan Luas HGU (Ha) Kabupaten Status Lahan Sebelum Konsesi
Ditetapkan
1 PT. Primatama Mulya Jaya 7,966.00 | Pasaman HP/HPK/Ulayat
2 PT. Agro Masang Plantation | 14,532.00 | Agam HPK/Ulayat
3 PT. Agro Masang Plantation Il - | Kinali, Pasaman HPK/Ulayat
4 PT. Agro Masang Plantation I - | Kinali, Pasaman HP/HPK/Ulayat
5 PT. Permata Hijau Pasaman | 5,455.00 | Pasaman HP/HPK/Ulayat
6 PT. Gersindo Minang Plantation 3,600.00 | Pasaman HP/HPT/Ulayat
7 PT. Karya Agung Mega Utama 1,250.00 | Agam HPK/Ulayat
8 PT. Kencana Sawit Indonesia - | Dharmasraya HPT/Ulayat
9 PT. Permata Hijau Pasaman |l 2,600.00 | Pasaman HPT/Ulayat
Catatan:
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi Konversi
HPT : Hutan Produksi Terbatas




